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BSTR{CT
Drug abuses in Indonesia have increased dramatically since 1998 as a result ofseveral factors
such as social changes, economic burdens, and foreign culiure influences. R€soluiion ofthese
problems has become more difiicult since law enlorcers also inyolved themselves in this
"luring" business. (This situation brings about some skepricalexpectarions ro the communiry.)
In addition, the light punishment has given no feared efiecrs !o drug dealers. Based on the
analysis, the author suggests that economic conditions be improled bf rhe govemnrenr coupled
with ma\imum sentence being imposed to crime doers consistentl!.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum

I. PENDAHULUAN
Penghujung tahun 2003

menrpakan saat yang tepat
untuk melakukan evaluasi,
ka.jian dan merenung ulang
berbagai aktivitas dan
peristiwa-peristiwa yang telah
terjadi sejak awal tahun 2003,
bila perlu juga aktivitas dan
peristiwa-peristiwa penting
yang terjadi sebelum tahun
2003. Hal tersebut penting
artinya bagi kita semua untuk
memprediksi dan mengantisi-
pasi berbagai hal yang mungkin
terjadi pada tahun 2004 dan
tahun-tahun mendatang,

Khusus untuk bidang
hukum, terdapat beberapa
catatan yang perlu disimak

' StafPengajar Fakultas llukum UNiversitas
Iarumanagara Jakarta.

secara sungguh-sungguh karena
hal tersebut menyangkut
eksistensi dan kesinambungan
bemrasyamkat. berbangsa dan
bemegara. Adapun hal yang
dimaksud adalah kondisi
hukum dan penegakan hukum
di Indonesia )ang telah berada
dalam kondisi "abnormal",
yang harus ditangani dengan
cara-cara abnormal (Achmad
AIi, 2002: 67).

Ada tiga prioritas utama
penegakan hukum di Indonesia
untuk saat ini. \aitu penuntasan
kasus korupsi, penyalahgunaan
narkoba, dan pelanggaran hak
asasi manusia "berat" (Achmad

Ali. 2002r 88). 
.lirlisan 

ini, tidak
bermaksud membahas kasus-
kasus tersebut secara keseluruhan
karena untuk membahas kasus-
kasus tersebut secara bersamaan
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kasus te$ebut secara keseluuhan

karena untuk membahas kasus_

kasus tersebut secara be6amaan

diperluLan PersiaPan khu'Lrs'

Dalam hal ini Penuli\ h3n\3

membata3i kajian Pada Persoalan
pen) alahgunaan narkoba

BahaYa Pen) alahgunaan

narkoba meruPakan baha.Ya

yang sangat buruk damPaknr a.

hrrkan saia baei brngsa

Indonesia. titaPi.juga bagi umat

manusia. Korban-korban Pe-

n1 alahgunaan narkoba sebagian

besar dari gcnerasi muda lang
berani darnPak negatif PenYa-

lahgunaan narkoba itu sangat

serius. karena secara langsung

merusak generasi-generasi

harapan bangsa di masa Yang

akan datang. Di antara negara-

nesara ASEAN. konon

Inionesia-lah l ang Penegak
hukumrla Paling "berbaik

hati" terhadaP Para Pelaku
penYalahgunaan narkoba

(Acl■ llad Ali、 2002:89)

Dipcrkirakan bahrva

P Er:'I,l Ll HG L NA AN J l RKO BA DA N

U P 1\ A P LN EG AKA I; H L' K U U}I 1,4

besar dad jumlah Perkiraan
tersebut.

Jika disimak secata scksama

dari berbagai berita mcdia massa'

akan diketahui bahu'a berita

tentang penyalahgunaan narkoba

ridak hentlhentinya terjadi. yang

nelaLunr a berasal dart banr ak

i.rtulrran. baik di ltngkungan

afadeirit< I dunia Pendidikan'
aparal pcnegak hukum Llan

miLiter. legi\13til selehritis'

bahkan rak,-at ielata. Dari segi

usia, pelakunva mulai ,lari anal-
anak. remaia. de*asa. dan lanjtll

rnia. Lebih dati itu, tidak sedikit
pelaku penlalahgunaan ncrkoba'

Lerasal clari keluarga baik-baik
(btkan broken home).

Fenomena tersebLlt

menqeelisahlan banlak Pihek

t "r.ii t',uL itu terjadi hampir di

semua lini. Berkenaan dengan itu,

seiak lama Pemerintah telah

memberikan Pethatian besar

dalam menanggulangi PenYalah-
gunaan narkob3 di lonah dir'

Demikian iuga herbagai korn-

ponen mcs) arakat telah bahu-

membahu dalcm upa)'a tersebut'

di antaranya GRANAT dan

GERAM. Di lingkungan

oersurllan tinggi telah berdiri
in,i,m Kaiian Anak Bangsa

(FOJIANSA) Yang bergerak di

bidang yang sama.
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II PERMASALAHAN

2  Apakah  pcngcnaan   sal■
sl

l棚T鄭鼻ぶr
III IsTILAH DAN

PENGERTIAN
Mcngingat   suatu   istilah

r瀞理准墳Д枷£撃]

dipandang pcrlu unttlk tcricbih

dahulu mcmapalkan istilah dan

駆蹴1鮒懲juITttittWkan
Kata pcnyalahgunaan bcrarti

l諜釧鼈umttuk∫:器l
yang   tidale   scsuai   dcngan

']11考

ももI]〕;3'Crlaku (Badudu_

:滞:轟f嘗鰤
aditif lainn、 a  NarkOtika adalah

ヨ ⑨
zat atau obat yang berasal dad
tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis, maupun semi sintetis
yang dapat menyebabkan penu_
runan alau perubahan kesadaran.
hilangnla rasa. kurang sampai
hrlangr)o rasa n\eri. dan daoar
menimbulkan ketergantunEan.

Narkotika dibagi -meniodi

tiga Eolongan (pasal I A\at l2)
Undang-undang Nomor 2.2 fahun
I997 dan penjelasatulya) yaitu:
L NarLorika Culongan I. lakni

narlotika \ans ltan) a Japat
drgunakan untuk tujuan
pengetnbansan ilnru penge-
lahuan dan tiJak dreunrkan
dalam terapi, serta' mem_
punlai potensi scngat ringgi
lerhadap dan mengakibatkan
ketergantungan.

2. Narkotjka Golongan II,
yakni narkotika yang ber_
khasiat bagi pengobatan
yang digLrnokan sebagai
pilihan rerakltir dan daoer
digunaken unruk rerapi da
atau untuk tuiuan pengem_
Dangan I lmu pengetahuan
serta _ mempun\ ai potensi
tlnggr rerhadap dx]1 menA_
akibatan keterHantunl.lan .

3. Narkotika Colongan III
yakni narkotika ) ang
berlhasiat hagi pengobarin
dan banyak digunakan untuk
terapi dan / atau untuk
tujuan pengembangn ilmu
pengetahuan \erta memnu-
n)ri potensr ringan terhadap
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dan mengakibat-kan keter-
gantungan.
Psikotropika adalah zai

atau obat, baik alamiah mauPun

srntetis tetapi bukan narLotil'e.

l ang b'erklastat psiLoalLrt

melalui pengaruh seleklif Pada
susunan saraf pusal \ anq

menyebabkan perubahan klas
pada aktivitas menial dan

perilaku (Pasal 1 angla I

Undang-undang \omL.r 5 Tahun

t99',1).
Dalam ketenluan Pasal 2

ayat (2) Undang-undanlr \omor
5 Tahun 199- lentanq
Psikotropika direg:skan b3h*a
psikotropika mempun] ai

potensi terhadap Jan meng-

akibatkan sindrome kelergan-
tungan, dan digolong-kan alas 4

golongan. Perlu kiran)a
dicamkan bahsa psikorroPika

hanya dapal digunskan untuk
kepentingan pelavanan kese-

hatan dan'atau ilmu Pengeta-
huan. Psikotropi-ka gtrlongan I

hanya dapat digunalian untuk

tujuan iimu pengetaluan dan

dinyatakan sebagai barang

terlarang (Pasal '1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997).

Di samping itu. psikotroPika
golongan ini juga dilarang untuk
diproduksi dan/atau digunakan
dalam proses produksi (Pasal 6

Undang-undang Nomor 5 Tahun

1997).
Psikotropika Yang diPro-

duksi ultuk diedarkan berupa

? EN'IA LA HG L }J A AN N A R KA BA DA N
Ir P A rA P EN ECA ,i,ln HU KU ll i\i YA

obat harus memenuhi standar

dan/atau persyaratan farmakope
lndonesia atau bukLl standar

lainnya (Pasal 7 Llndang-undang
Nomor 5 Tahun 1997). Lebih

dari itu. psikorropika Yang
berupa obat hzu1ya dapat

diedarkan setelah terdaftar Pada
dcpartemen,vang bertanggung

.iau,ab di bidang kesehatan
(Pasal 9 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1997). Psikotropika
yang tidak termasuk golongan I.
II, III dan IV, pengaturann.va

tunduk pada ketentuan Peratumn
perundang-undangan di bidang

obat keras.
Kata sekitar berarti:

sekeliling (Badudu-Zaim. 2001 :

892), disamping itu juga berafiii
sekeliling; tak jauh dari Pokok
itr-r; kira-kira. tak iauh atau

kurangnya (Badudu-Zaim.

2001: 700). Sedangkan kata

upaya berarti: usaha, akal,

ikhtiar (untuk mencapai suatu

maksud. memecahkan perso-

alar! menca .ialan keluar)
(Badudu-Zaim, 2001: I 109).

lstilah berikutnya Yang
perlu dipaparkan adalah kata
penegakan hukum. Daiam hal

ini istilah tersebut memPun-vai

cakupan yang sangal luas

Istiiah penegakan hukum berarti
pelaksanaan hukum secara

konkrit dalam kehiduPan

masyarakat seharihari (SatjiPto

Rahardjo. 1991: 181). Melalui
penegakan hr.]kum, hukum



\ -\ rktlt/jssigkeit) dan keadiian
t gerechtigkeit). Dalam upaya
penegakan huktm harus ada
kompromi antara ketiga unsur
tersebut. Keliga unsur itu harus
niondapat pcrhatian secara

pronrosional dan seimbitng.
Mcngin-eat penegakan hukum
pada hakekatnya merupakan
kebijakan penerapan substansi
hukum oleh pcnguasa-/

kekuasaan (rczlm) sesuai

dengan kcbijakan sosial yang

tclah digariskan (Sudikno
Nlek)kusumo. 1986: 130 131).
:naka pcncgakan hukum
mcncakup ruang lingkup yang

lui1s sckali karena mencakup
lcnrbaga lembaga yang mene-
rapkmnya (misalnya penga

dilan, kcjaksaan. kepolisian),
pejabar pciabat yang mcme
gan-q peranan sebagai Pelak-
sanaan alau pcnegak hukum
(misalnya para hakim, jaksa,

polisi). dan segi-segi admi
l]istratif (sepefi i rnisallya proscs
perndilan. pengusutan. penahan-
an. dxn scbagainya) (Soeiono
Soek:rnto. 1994: 172).

Penegakan hukum dilaku-
kan sebagai akibat dari adanya
hambatan pada pelaksanaan
hukunl. atau hukumnya sudah
tidak sesuai lagi dcngan
perkembangan atau karena ada
''kesalahan' di dalarn penerapan

dan pelayanan hukum-
trlas)arrkat umum bcranggapan
bah\!a penegakan hukum adalah

輌
satu satunya kchidupan sebagai

kelaziman di dalam sistcm
hukum yang discbut cdse 1a['.

Oblek ulalna dari
penegakan hukum antara lain
adalah kclcmbagaan, sistcrn
pcradilan. kebijaksanaan pene-
gakan hukum. para pelakll
penegakan hukum, perlindLlngan
mas_yarakat. sefla harkat dan

martahat manusia (Padmo

Wahjono, 1989r 57). Pene:Iakan
hukum dapat dirinci clalam dua
kegiatan pembangunan. yailu
pcnegak kan hukum di Peng-
adilan karcna ada sengkcta
hukum, dan penegakan hukum
dalam pela,vanan hukunt karena
tidak ada sengketa- Pelayanan
hukum ini dilakukan oleh
penyclcnggara negara di lridang
pcrnerintahan. yang dapat
dikatakan scbagai pencrapan

hukum.
Untuk keberhasilan penc

gakan hukum pcrlu adil
pemantapan kedudukan dan
fungsi badan sel,ta pranata

hukLun, sesuai dcngan

wewenang dan kewajiban
masing-masin-c berdasarkan
UUD 19,15 dan peraturan
perundang-undangan Yang ber_

laku. Selain itu, khusus bagi
pencgakan hukunr di Pengadilan
perlu adanya peniogkatan
(fungsr) yurisprudensi dalam
pembangunan hukurn.

Peningkatan kelembaga an,

pranata, dan fungsi Yuris_
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penegakan hukum di Pengadilan
perlu adanya peningkatan
(fungsi) yurisprudensi dalam
pembangunan hukum.

Peni+gkatan kelembaga-an.
pranata, dan fungsi )uris-
prudensi menuntut Pemantapan
sikap dan perilaku para penegak

hukum, yang pada dasam)a
bertumpu pada kemampuanr'

ketrampilan dan ke*ibarva-
annya. Dcngan demikian
pedngkatan citra dan wibawa
aparat penegak hukum akan

membawa peningkatan citra dan
wiba*a hukum pula.

Pembangunan di bidang
penegakan hukum akan berupa

suatu bentuk peningkatan yang

meliputi:
a. Pemantapan kedudukan da.n

pcranan badan-badan
hukum. sesuai tugas dan
we\\'enang masing-masing.

b. Peningkatan kemampuan
dan ke\\ibawaan para
pejabat penegak hukum
dalam arti seluas-luasnya
(termasuk ) ang memberikan
pelayanan hukum).

c.Peningkalan pembinaan
sikap, perilaku, dan
keteladanan para penegak

hukum, yang merupakan
pengayom masyarakat yang
jujur, bersih, tegas dan adil
((Padmo Wahjono, 1989:

Peiaksanaan hukum di
dalam masyarakat, selain

P [,NY.lLA H G I.:\" 11\ i\1RKOB1 D}N
U P.1 Y.1 P P: N LC.1 KA N- H U K L' 11 N L 

bergantung pada kesadaran

hukum masyarakat, juga sangat

banyak ditentukan oleh para

aparat penegak hukum. Tidak

iarang teriadi suatu Peraturan
hukum tidak dapat lerlaksana
dengan baik, karena ada oknum
pcnegak hukum yang tidak
melaksanakarulya ataun melak-
sanakan
scbagaimana mestin-r. a. Di sini
mungkin saja Peraturan ilLL

sudah sesuai dengan kesadaran

hukum nasyarakat tetapi
pelaksanaannya oleh para
penegak hukum bertentangan
dengan kesadaran hukum
masyarakat (Abdunahman,
1980:14).

Hal yang paling peiting
berkenaan dengan masalah ini
ialah bagaimana meciptakan
kesadaran hukum para penegak

hukum. agar tidak hanya

memaksakan pelaksanaan

hukum kepada orang lain saia,

sedangkan ia sendiri tidak atau

kurang mentaatinya atau hukum
dianggap tidak berlaku bagi
dirinya. Pelanggaran-pelang-
garan hukum oleh para penegak

hukum sangatlah merusak

kepercayaan masyarakal ter-
hadap hukum. yang pada

akhimya akan merusak pula

kesadaran hukum masyarakat.

Sebaliknya kepatuhan seorang
penegak hukum dalam melak-
sanakan ketentua[ hukum dapat

dipandang sebagai langkah

dengan tidak
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pertama ke arah pembinaan
kesadaran hukum masyarakat
(Abdurrahman, 1980: I 5).

Ada kesan bah$a aparal
penegak hukum belunr
menutuskan berbagai kasus
secara oplimal. .Akibat ]ang
paliig prematurn-va adalah
hilangnla kepercayaan \\'arsa
masyarakat terhadaP ltnt
en/brcement dan selanjulnya
akan mengakibatkan semakin
tinggin) a tindakan main hakim
sendiri (ro exercise unlawJul
aclions tottdrd someone else

guih), of so ethind. Faktot
utama yang paling pokok yang
nenyebabkan Indonesia beluln
mampu mengoptimalkan Pene-
gakan hukum adalah faktor
sosok penegak hukumnya
(Achmad Ali, 2001: 90).

Kaidah/norma hukum bisa

berisi suruhan, larangan, atau
kebolehan bagi subyek hukum
sebagai pemegang peranan. Hal
tersebut sekalipun merupa-kan
patokartpedoman bagi penegak

hukum dalam melakukan
tindakan terha-dap pelanggar-
pelanggararllya. Hukum ber-
proses dengan cara membentuk
struktur-struktur pilihan-pilihan,
dengan cara sebagai berikut:
L Penetapan kaidah hukum

yang harus dipatuhi oleh
subyek hukum.

2. Perumusan tugas-tugas
penegak hukum (Soerjono

Soekanto, 1982:81).

Kaidah hukum ,vang
bertujuan untuk mengubah dan
mcngatur Pe laku manusia
dapat dilakukan dengan cara-
catal

a. \Iembcrikan imbalan

secara psikologis bagi

Pemegang peranan yang
pauh dan menjatuhkan
sanksi (negati| bagi
pelanggar hukuml

b. Merumuskan tugas-tugas
penegak hukum untuk
bcrtindak sedemi-kian rupa
sehingga sesuai dengan'
serasi atau tidak serasinya
pe laku pemegang peranan

dengan kaidah hukum;
c. Mengubah perilaku pihak

ketiga. )ang dapat mcm-
pcngaruhi pe laku peme-
gang-pemegang pelanan
yang selalu mengadakan
interaksi;

d. Mengusahakan perubahan
pada persep-si, sikap dan

nilai-nilai para peme-gang
pcranan

Soekanto, 1982: 81).
Penegakal hukum merupa-

kan kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yarg
terjabarkan dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan
perilaku sebagai penjabaran

nilai tahap akhir, untuk
menciptakan. me me-lihara dan

mempe(a-hanlan kedamaian
pergaul-an hidup. Sistem

(Soerjono

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
■
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「

penegakan hukum lang baik
menyangkut PenYerasian antara

nilai-nilai dengan kaidah-kaidah
serta dengan pe laku nlata dari
manusia (Soerjono Soekanto.
1982:82)

Agal    hukum
bcrlungsi    dcngan
dipcrlukan  kcscrasian

hubungan antara clllpat

yaloli

a. Hukum atau peiatuan itu
sendiri. Kemungkin-aln1a
adalah bah* a terjadi ketida-
kcocokan dalam peraturan
perun-dang-undangan
mengenai bidang-bidang
kehidupan tentang ke-
mungkinan lainnya adalah
ketidakcocokan antara
peraturan perundang-
undangan dengan hukum
tidak lefiulis alall hukum
kebiasaan. Kadangkala ada

P Ei\ Y.1t.1llc Lti\'.1A \ NlRKOBl 1).1\
L'P,1J'1 PE\EC)K,4I I{IiKL \I\ I1

sudah baik dan juga

mentalitas penegakrla baik.
akan tetapi fasilitas kurang
memadai, maka pene-gakan

hukum tidak akan bcriaian
dengan semestinlar

d. Kesadaran datl kepa-tuhirn
hukum dari para \l arga

masyarakat.
Keempai faktor tersebul

diatas saling bcrkaitan dan

merupakan inti dari sistenl
penegakirn hukum. Apabila
keempat faktor tersebril diteiaal]
dengan teliti, maka akan dapat

terungkap mengenai hal-hal
yang berpengaruh terhadap

sistem penegakan hLrkum. Hal-
ha1 tersebut mungkin me-

rupakat r ar inPut. ins lt u me n t al
i4r I, ataupun eriironme ld[-
inpul yarrg berdiri sendiri atau

dalam kaitann)a satu sama lain
(Soerjono Soekanto, 1982r 83-
8,1).

FAKTOR PENYEBAB
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA

Seperti diketahui bahwa
penyalahgunaan narkoba telah
menjadi masalah nasional.
bahkan intemasional karena hal

tersebut mempun)ai dampak
negatif yang sangal besar

terhadap kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara.

Dalam kata sambuatan.
Komien Pol. Ahu'il Lutan.
menyatakal bahwa trend

dapat

baik

dalam

f‐dktor,

anta-ra
hukum lercatat dengan
hukum kebiasaan. dan

seterusn)a:
b. Mentalilas petugas yang

menegakkan hukum.
Apabila peraturan perun-
dang-undangan sudah baik.
akan tetapi mental penegak

hukum kurang baik, maka
akan terjadi gangguan Pada
sistem penegak hukumi

c. Fasilitas yang diharap-kan
untuk mendukung pelaksa-
naan hukum. Kalau Peratur-
an perun-dang-undangan

ketidaliserasian

IV
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perkcmbangan kejahatan nar-
koba di Indonesia dalanl 3 tahun
rerakhir ini menunjuklan
peningkatan yang salgat tajam

r-aitu tahun 1998 terjadi 958
kasus. tahun 1999: i883 kasus
,lan iahun 20001 3478 kasus
(naik hampir 100% setiap
tahun). Hasil analisis Polri atas

tinggin)a angka ke.jahatan

tersebut disebabkan situasi
polilik. ekonomi sosial. budaya
dan keamanan di lndonesia
tahun 1998 sampai dengan 2001
belum menentu, khususnya
terjadi krisis ekonomi yang
mclanda hampir semua daerah
di repLrbllk ini (O.C. Kaligis &
Soedjono Dirdjosis*oro. 2002:
vii).

Lebih lanjut dinyatakan
bah*a, para kultivator,
produsen, dist.ibutor dan
konsumen memanfaatkan situasi
ini untuk nempcrbesar dan
menca keuntungan dalam
peredaran dan penyalahgunaan
narkoba. Permasalahan me-
nonjol saat ini adalah te{adi
beberapa kasus dimana negara
kira sekarang ini telah dijadikan
lempat pemasaran. Bahlan,
dijadikan sebagai produsen

untuk jenis narkoba tertentu
yang tidak laku di pasaran

seperti ganja, puta$. exiasy dan
shabu (lce) (O.C. Kaligis &
Soedjono Dirdjosisworo. 2002:
vii).

Juga, daiam kau sambutan.
koribes Po1. Gories Mere.
men)atakan bahu'a Drug
(narkoba) adalah musuh nomor
satu harus dihadapi oleh setiap
orang dalam mngka menekan
araupun menghilangkan supplr
dan demanl terhadap narkoba,
apat'ila ridak menginginkan
kehilangan sebeuah generasi
(O.f . Kaiigi-s & Soed.jono
Dirdlosis*oro. 1002: ix).

Berkenaan dengan itu
Kon'lbe,q G.uies \lere membcri
contoh lenlang penegakan
hukum terhadap pen)alahgu-
naan narkoba di Amerika
Serikat. \lala) sia dan
Singapore. )ang dianggap oleh

,vang bersanckLltan sangat
concetn dalam pemberantasan
penyalahgunaan narkoba.

Betapa coraer, Amerika
Se kat dalan pemberantasan

Drug Tra.fiicker karena negara

tcrsebut merasakan bagaimana
dampak ncgatif )ang di-
akibatkan oleh penggunaan dtug
secara illegal. Amerika Serikat
melaiui criminal dan Civil
forfeiture (309; sampai dengan

50%) dibe kan kepada penyidik
untuk kepenringan operasional
pemberantasan kejahatan nar-
koba. Tahun luang haram dari
drug dealers ]ang disita dalam
benluk pelbagai macam asset

bemilai US $ 300 millar. Begitu
juga dengan Malaysia dan
Singapore yang begitu antusias
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dalam pemberantasan narkoba
sehingga hukuman mati
walaupun memiliki narkoba
dalam jumlah kecil adalah
sanksi yang membuat keder para
drug trhlfickere (O.C. Kaligis &
Soedjono Dirdiosisworo, 2002:
ix).

Berdasarkan laporan
Kompas Cyber Media ran.qgal 5

Febmari 2001. dari dua juta
pecandu narkoba dan obat-ohat
berbahaya (narkoba). 90 persen
adalah generasi muda. terrnasuk
25.000 mahasis\\a. .\hti
Nurdin. Kepala Kan$il
Depdiknas DKI Jakarta
menyatakan. i.015 sis\\a di 166

SMU selama tahun 199912000

terlibat tindak penvalahgunaan
narkoba. Sedangkan ?00 sisua
sisanya ditindal deigan
pembinaan agar jcra. dan tidak
mempengaruhi teman lain vang
belum terkena sebagai pengguna
narkoba. Para sis\\a yang
terlibat penyalahgunaan narkoba
teBebar di Jakarta Utara
sebanyak 248 orang dari 26
SMU, Jakarta Pusal 109 orang
di 12 SMU, Jakarla Barat 167

orang di 32 SMU. lakarta Timur
305 orang di 43 SMU dan
lakarta Selatan 186 orang di 40
SMU. Penya-lahgunaan oleh si
pemakai dan kemudian
dijadikan "komodi-tas bisnis
haram" yang monopolis dan
memberikan keuntungan luar
biasa bagi produsen dan
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pengedar gelapnya. Sementara
itu "si pemakai' -Yang pastl
kecanduan dan hidup dala,'l
keterganiungan. pada gilirann)a
akan mati merana setelah hana
dan milikn-va habis.

Baik produsen. pengedit
dan pemakai (korban) adalah
pelaku salah satu jenis kcjahatan
yang salgal bemt. apalagi
jumlah korban dari tahun tcrus
meningkat tajam.

lndonesia sudah cukup
lama (sejak tahun 1960-an)
berjuang memberantas penYa-

lahgunaan narkoba baik melalui
pembuatan undang-undang
(hukum) maupun penegakan
hukum le$at peradilzur (O.C.
Kaligis & Soedjono
Dirdjosisworo. 2002: xi).

Satu hal yang sangat

meresahkan hati adalah
terlibatnya oklum aparat dalam
penyalahgunaan narkoba dal1

obat terlarang. Pada lal],ggal 22
November 1999 dilakukan tcs
urine terhadap aparat kepoiisian
diseluruh Polda di Jawa dan luar
Jawa. Dari 7,1 orang (13
perwira. 52 bintara, 9 tamtama)
anggota polisi yang terkena
terdapat 14 orang yang diduga
terlibat sebagai pengedar.

Berdasarkan tes uine
tanggal 27 November 1999
terjaing 166 orang (5,1 per\aira.
1076 bintara, 6 tamtama) dan
tes urine tanggal 5 Desember
1999 terjadi 188 orang (56
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pen\ira. 123 bintara dan 9 orang
tanllama). Adapun Pula
keterlibatan aparat kepolisian
adalah sebagai berikut:
1. Polisi dibujuk mendiamkan

.atau meloloskan pengedar

dengan mendapatkan
imhalan-imbalan:

2. Poiisi tidak mcnangkap
pengedar atau Pemakai Yang
seharusnya ditangkap karena
utang budii

3. Mclepaskan pengedar atau
pcmakai yang sudah

ditangkap;
4. Polisi dibujuk mendiamkan

atau meloloskan pengedar
dengan mendapatkan
imbalan-imbalanl

5. Mendapatkan setoran

sejumlah uang dari para
Bandar.
Tes urine yang diadakan

dikalangan pihak kepolisian
merupakan luntutan moral Yang
harus diadakan dan keberanian
rntuk melakukall hal teBebut
harus diacungi jenpol karena

iangkah tersebut menunjuklan
bahwa pihal Polri telah
berupaya melakukan

⑩
saja- melainkan juga jenis
sedativa,/hipnotika (psikotro-
pika). Tidak jarang penya-
lahgunaan memakai zat

berganti-ganti dan mencampur
satu ienis zat dengan zat lainnya
(pr$drugs olaser) (Dadang

Hauari. 1999: 34).
Dari hasjl pengamatan

diperoleh gambamn sebagai
berikut:
a. 1969 1971: lerbanyak atau

hampir seluruhr,va morfln
dan ganja:

b. 1973 1976: morfin, ganja.

barbiturat. dan beberapa

ienis hipnofikar
c. 1976 19'79.. ganja, barbi-

turat. sedativalhiperotika,
sedangkan morfin menu-
runi

d. 1979-1985r ganja, barbi-
turat, sedativil,' hiperotika,
alcohol sedangkan morfin
dan heroin n1ulai bertam-
bah lagi;

e. 1 990-199,1:ganja. sedativa
/hiperotika. alkohol. barbi-
turat, pcthidin, morfin
heroin, amfetamine dan
tunlnalllnya onisalnya
"psychedelique" atau XTC
(Lcstas)) (Dadang Ha\\ari,
1999: l4).
Penyalahgunaan naikoba

pada umumnya disebabkan zat-
zat tersebul menjanjika[ sesuatu
yang memberi rasa kenikmatan,
kenyamanan, kesenangan dat

pembenahan internal dalam
menghadapi fenomena
merebakn,va penya-lahgunaan
iarkoba.

Penyalahgunaan narkoba di
lndonesia mulai muncul pada

Iahun 1969 dan zat yang

disalahgunakan tidak terbatas
paCa jenis opioida dan ganja
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keadaal

ketenangan, yang kesemuanya
itu sebenam),a bersi{ht semu.

Kalangan anak muda
mudah terpengaruh ke dalanl
pemakaian iarkoba. tertllanta
para lemaia. karena masa
remaja merupakan masa seomng
anak mengalami perubahan
cepat dalam segala bidang.
menyangkut perubahan 1ubuh.
perasaan, kecerdasan. sikap
sosial dan kepribadian (Galot
Supramono, 2001: .+1.

Masalah penyalahgunaan
narkoba menlpakan persoalan
yang sangst kompleks
mengingar hal tersebut
dipengaruhi oleh barl) ak faktor.
baik yang bersilat intemal
maupun ekslernal. ."-ang dapat
dibedakan aras:

1. Faktoi imemal, meliputi
kecerdasan. usia, jenis
kelamin. dan masalah-
masalah ] ang dihadapi oleh
sipelakul

2. Faktor ekstemal, yaitu
pengaruh yang timbul dari
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b  Sikap orang tua yang masa

bodoh tcrhadap anaknyal

c   Sikap  orang  tua  yang

nremanjakan anaknva
secara bcrlcbih-lebihan
(Raclman Hermawan.
1988: l7-39i.
laktor sosial yang

mempengaruhi dan mel1re-
babkan petyalahgunaan nar-
koba oleh para remaja. antara
lain sebagai berikut:
a. Kurangnya pen,valuran bakat

dan tenaga para remaja
secara teratur dan terarah
kepada kcgiatan-kegiaran
yang bermanfaatt

b. Menurunnya kewibau,aan
orang tua, sesepuh mas)a-
mkat. dan para petugas
pemerintah;

c. Adanya kemerosotan moral
dan mental orang dewasa:

d. Adanya gang-gang remaja:
e.Kuangnya tanggungjawab

para pedagang;
f. Kelemahan aparatur peme-

rintah dalam mcngawasi
pemasukan, peredaran. dankekurangan.

pergaulan. sena pengaruh
media massa.

Penyalahgunaan narkoba
dikalangan remaja yang
disebabkan oleh faktor
Iingkungan keluarga, karena
sikap orang tua adalah sebagai
berikut:
a. Sikap orang tua yang

terlalu kerasl

narkoba
(Rachman Hermauan. 1988:
,13-48).

Kebudayaan asing besar
sekali pengaruhlya terhadap
tindak penyalahgunaan narkoba
oleh para remaja di DKI Jakarta
dan kota-kota besar lainnya. Hal
ini terbukti dcngan adanya
pecandu narkoba yans secam
terus terang menyatatan hal itu

pemakaian
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sebagai mode baginya. Juga ada
yang menyatakan bahwa
mengisap ganja atau meng-
gturakan narkoba merupakan
kebudayaan supermodem
(Rgchman Hermawan, 1988;
56).

Faktor ekonomi juga besar
pengaruhnya terhadap penya-
lahgunaan narkoba. Hal ini
disebabkan oleh kesulitan hidup
atau dorongan untuk men-
dapatkan keuntungan besar
sehingga seseorang terlibat
dalam peredaran gelap narkoba.
FaLtor subversif juga ditengahai
menjadi penyebab maraknya
penyalahgunaan narkoba. Ada
hubungal yang erat antala
peredamn narkoba dengan
pihak-pihak yang ingin
mengacau keamanan, keter-
tiban dan pembangunan negara
Republik Indonesia (Rachman
Hermawan, 1988: 58). Kalau
narkoba dipakai sebagai alat
pengingkar maka sudah tentu
ada orang atau golongan yang
menginginkan penging-karan
dan kehancuran tata-nilai atau
tata-tertib dari bangsa yang
menjadi sasamnnya. Perbuatan
sema-cam ini disebut subversi
(B.A. Sitanggang, 1981: 77).

Ada banyak alasan yang
dapat diajukan untuk
me[ielaskan tentang faktor-
faktor penyebab maraknya
penyalahgunaar narkoba yang
terjadi pada akllir-akhir ini.

Namun demikian, penyebab

lang paling dominan adaiah
masalah perubahan sosial.
Berbagai perubahan sosial yang
demikian cepat terjadi dalam
kehidupan masyarakat, meru-
pakan pemicu lain ter.jadinya
penlalahgunaan narkoba di
berbagai belahan dunia, ter-
masuk juga di Indonesia.

Menurut Selo Soemar-djan,
pembahan sosial adalah segala
perubahan-perubahan pada
lembaga-lembaga kemasya-
rakatan di dalam suatu
masyaBka!. ]ang mempeng-
aruhi sistem sosialnya, termasuk
di dalamnl a nilainilai, sikap-
sikap dan pola-pola pe ke-
lakuan diantara kelompok-
kelompok dalam masyarakat.
Peruhahan sosial itu sendiri
tedadi karena sebab-sebab
i[tem (penambahadberku-
mngnya penduduk, penemuail-
penemuan baru, konflik,
revolusi) dan sebab-sebab
ekstem (lingkungan alam fisik,
pengaruh kebuda;aan masya-
rakat lain, peperangan, dan
sebagainya).

Ketidakmampuan menye-
suaikan diri dalam situasi baru
yang terjadi akibat adanya
perubahan sosial menimbulkan
kegamangan psikhis yang tidak
terkendali menyebabkan ku-
rangnya integrasi individu
dalam masyarakat dan
mengakibatkan partisipasi sosial



∝
individu menjadi abstmk. dan

aanpa makna (A.A.G. Peters dan
Koesriani Siswosoebroto. 1988:

104). Yang oleh Durkheim
disebut sebagai .momi.

V. F,['[',K .IF,RA PENGENAAN
SANKSI HUKUM
TERHADAP
PENYELAHGUNAAN
NARKOBA

Dalam mengantisipasi
ancaman dan bahala penla-
lahgunaan narkoba yang berskala

intemasional. disamping Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika dan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1997

tcniang Psikotropika. Indonesia

secara keseluruhan telah memiliki
seperangkat undang-r.mdang

sebagai berikur:
L Undang-undang Nomor 8

Tahun 1996 tentang
Pengesahan Konvensi
Tunggal Narkolika 1961

besena Protokol Perubah-
an-PerubahannYa;

2. Undang-undang Nomor 8

Tahun 1996 tentang
Pengesahan Konvensi
Psikotropika 1971;

3. Undang-undang Nomor 7

Tahun 1997 tentang
Pengesahal Konvensi PBB
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tangga1 14 Juli 1997 tcntang

Pcrcdaran Psikotropika;

\4enteri5. Peraluran

tentang Pemberanlasan
Peredaran Gelap Narkotika
dan Psikotropika 1998;

4. Pemruran Menteri

Kesehatan Nomor 785i
Menkes/PER/VIl/1997
tanggal 31 -lirrruar 1997

tentang Ekspor dan Impor
Psikotropika.
Kesemua undang-undang

narkoba ini merupakan kekuatan
hukum untuk menanggulangi
penyalah-gunaan narkoba baik

nasional maupun intemasional.
Santsi pidana tentang penyalah'
gunaan narkoba diatur dalam
ketentuan Pasal 78 100

Undang-undiurg Nomor 22

Tahun 1997, kcseluruhann-va 23

Pasal. Dibandilg dengan

Undang-undang Nomol 9 Tahun
1976, yang hanya te.diri 18

Pasal (Pasal i6-53). pcnjabaran

sanksi pidana Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1997 lebih
lengkap. Sementara ketentuan
pidana dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika terdid atas 14

Pasal (Pasal59-72).
Adapun bentuk-bentuk

sanksi pidana yang tertera

dalam undang-undang tersebut

adalah:
l. Pidana mati:
2. Pidana pcnjara seumur

hidup:
3. Pidana penjara 6 bulan 20

tahun:

Kesehatan Nomor 668/
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Nomor 22 Tahun 199'7

mempakan pidana pengganti
denda yarg tidak dapat dibayar
oleh pelaku tindak pidana (Pasal

100). Pidana kurungan juga
grerupakan sanksi pidana yang
berdiri sendiri, dalam hal:
1. Orang tua atau wali pecandu

yang belum cukup umur
yang sengaja tidak melapor
(Pasal 86):

2. Pecandu narkotika yang

telah cukup umur dan

dengan sengaja tidak
melaporkan diri (Pasal 88

ayat (1))i
3. Keluarga (orang tua./wali)

pecandu narkotika Yang
dengan sengaja tidak
melaporkan pecandu (Pasal

88 ayat (2));
4. PPNS melalggar ketentuan

Pasal 69-71 (Pasal 94) (O.C.
Kaligis dan Soedjono
Dirdjosisworo. 2002: 65).
Sanksi pidana yang

ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahw. 1997

dalam beberapa hal jauh lebih
berat dibandingkan dengan

santsi pidana yalg diatur dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun
1976. Disamping sanksi-sanksi
pidana tersebut diatas, terdapat
pula sanlsi administrative yang

dapat dikenakan oleh Menteri
Kesehatan, yang menyangkut
pelanggaran terhadap penyim-
panan dan/atau pelaporan
sebasaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 11 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1997,
berupai
1. Teguran;
2. Peringatan:
l. Dendaadministratil:
,1. Penghentian sementara

kegialan: atau
5. Pencabutan izin.

Dalam ketentuan Pasal 57

Undang-undang Nomor 22

Tahun 1997. ditetapkan bahwa:
(1)Maslaraka! mempunyai

kesempalan )ang seluas-
luasnl a untuk berperan serta

dalam membantu upaya
pencegahan dan pem-

berantasan penlalah-gunaan
dan peradaran gelap

narkotika:
(2) Masyarakat \\ajib melapor-

kan kepada pe.jabat yang

beruenang apabiia menge-

tahui adan] a penyalahguna-
an dan peredalan gelap

narkotika:
(3) Pemerintah $ajib membe-

rikan jaminan keamanan dan
perlindungan kepada pelapor

sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (l).
Pengenaan sanksi hukum

terhadap penl-alahgunaan
narkoba belum memberikan
hasil yang maksimal. walau

telah ada pengedar yang telah

dijatuhi hukuman mati hingga
saat ini pengedar ,vang
bersangkLrtan belun diekse-
kusi. Beberapa u'aktu yang lalu
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terhadap pen,valahgunaan
narkoha belum memberikan
hasil yang maksimal, ualaLt

telah ada pengedar yang telah
dijatuhi. hukuman mati hingga
saat ini pengedai 

-\ ang
bersangkutan belum diekse-
kusi. Beberapa rvaktu )ang lalu
memang pemah leriadi bah\\ a
pelaku (pengedar dan pecandLrl

yang vonis ringan oleh hakim
Di nedia massa. telah

sering dirvartakan bahua
pengedar narkoba telah
ditembak mati olch aparat.

Namun demikian. upaya
penegakan hukLrm terhadap
penyalahgunaan narkoba
terkesan belum berimbang dan
perlu terus dilanjutkan, karena

dari waktu ke waktu kasus
penyalahgunaan narkoba tidak
makin surut bahkan terus

bertambah.'l'indakan represif
yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum seakan tidak
digubrls olch para pelaku.

Dengan demikian jelas

kiranya bahwa pendekatan dari
sisi hukum perlu dibarengi
dengan pendekatan dari sisi iain.
Banyaknyaanggota masyamkat
kecil yang terperangkap sebagai
pelgedar narkoba akibat
kesulitan ekonomi,
menunjukkan bahwa pendekatan

kesejahteraan merupakan salah
satujalan keluar untuk menekan

marakrtya peredaran gelap

VI

P ENY|1 LA HG I.t \" AA\' I A RKO B t DA \
L; P,1 Y A P E N EG AK 1.\ 11 L K Li lln" I I

narkoba. Anin)'a pemedntah
harus secam serius dan sesegera

mungkin membuka lapangan
kerja ,vang lebih luas bagi

mas,varakat.

Bagi pengcdar kambuhan
tak perlu ada lagi kompromi
atau belas kasihan apabila
sungkan-sungkan. bagi mcreka
cuma ada salu terapi yaitu vonis
mati. Sikap tegas teNebut harus

diambil mengingat junllah
anggota mas)arakat )ane
terindikasi mclakukan pen,va-

lahgunaan narkoba terus
meningkat dari tahun ke tahun
dan hal lcrsebut sangat
membahayakan kesela-matan
bangsa.

PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut

dapat disimpulkan bahwa
maraknya penyalah-gunaan
narkoba di tanah air disebabkan
oleh ban!ak hal, diantaralrl'a
ketidakmampuan anggota

maslarakat dalam menghadapi
perubahan sosial, faktor
ekonomi, pengaruh budala
asing, faktor lingkungan
keluarga dan faktor sosial.

Sementara itu pengenaan sanksi

hukum
pen,valahgunaan

terhadap
narkoba

ierkesan belum efektif karena
jumLah kasus tidak berkurang
malah terus bertambah, dengan
kata lair belun memberikan
efekjera bagi para pelaku.

:
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Sehubungan dengan hai
tersebut, perlu kiranya kePada
pelaku kambuhan dikenakan
sanksi pidana maksimal yang

eksekusinya segera dilaksa-
nakan dan dapat diliput oleh
media massa agar masyarakat
mengetahui hal tersebut.
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